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BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
dan pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, maka perlu
menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali
Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum
pada lampiran keputusan ini.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Polewali Mandar, meliputi :

a.

b.

Administrasi umum;dan
Urusan pemerintahan.

Sasaran pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar,
meliputi :

a.

Pengawasan umum, dengan sasaran :
perencanaan dan penganggaraan daerah;
pajak dan distribusi daerah;

hibah dan bantuan sosial;

pengadaan barang dan jasa;

perizinan dan non perizinan;dan
perjalanan dinas.
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b. Pengawasan tehnis, dengan sasaran,capaian standar
pelayanan minimal dan norma, standar,prosedur dan kriteria
urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun

Anggaran 2019.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,
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